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ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN WEWENANG DPD SEBAGAI LEMBAGA
TIGGI NEGARA DALAM SISTEM PERWAKILAN DI
INDONESIA

QOdi Rivaldi

Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah sangat didasari oleh keinginan semua
pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki hubungan kerja
dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Dalam hal
ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk
mengatasi kesenjangan antara pusat dan Daerah sesuai semangat otonomi Daerah
yang menjamin keadilan, demokrasi dan jaminan keutuhan integritas wilayah
Negara. Meskipun pada kenyataanya peran dan keberadaan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) melahirkan satu konsep ketatanegaraan baru di Indonesia,
walaupun masih dipertanyakan karena ketidakseimbangan wewenang antara
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta masih adanya
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang permanen. Adanya Badan khusus yang
merepresentasikan wilayah-wilayah , dan diharapkan mampu mengakomodasi
kepentingan masyarakat di daerah melalui institusi formal di tingkat Nasional.

Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan Jvewenang DPD sebagai lembaga tinggi Negara
dalam system perwakilan di indonesia? v

2. Bagaimanakah tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam
pelaksanaannya?

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kedudukan
dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dan mengkaji bagaimanakah tugas
keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya. Penelitian yang
dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mendasar pada bahan data
primer,dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. hasil penelitian ini
menyimpulkan dalam hubungannya dengan DPR dan MPR, kedudukan DPD
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak sesuai dengan gagasan pembentukan
DPD. Reformasi struktur ketatanegaraan Indonesia menuju sistem bikameral yang
kuat (strong bicameralism) tidak terwujud dalam UUD 1945.

Kata Kunci: Kedudukan DPD, Kewenangan DPD, dan Sistem Perwakilan
Indonesia
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu berkah dari reformasi adalah perubahan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sejak keluarnya dekrit 5 juli
1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 sampai berakhirnya kekuasaan
Presiden Socharto dengan demokrasi terpimpinnya bukanya menjunjung tinggi
nilai-nilai kedaultan rakyat tetapi yang di junjung tinggi adalah kekuasaan
pemimpin, itulah yang sangat dominan. Era ini melahirkan sistem diktator dalam
kepemimpinan negara Presiden Soecharto telah gagal keluar dari pilihan
dilematisnya antara mengembangkan demokrasi lewat sistem multipartai dengan
keingina untuk menguasai seluruh partai dalam rangka mempertahankan
kekuasaannya.

Secara filosofis, pentingnya perubahan UUD 1945 adalah, pertama, karena
UUD 1945 adalah momen opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi
yéng dominan pada saat di rumuskannya konstitusi itu setelah amandemen tentu
terdapat berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun global. Hal in1 tentu
saja belum tercaku di dalam UUD 1945 karena saat itu belum nampak perubahan
tersebut. Kedua, UUD 1945 di susun oleh manusia sesuai dengan kodratnya tidak
akan pernah sampai ke pada tingkat kesempurnaan. Pekerjaan yang dilakukan
manusia tetap memiliki berbagai kemungkinan kelemahan maupun kekurangan

secara yuridis, para perumus UUD 1945 sudah menunjukan kearifan bahwa apa



keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan
daerah.

Pembentukan DPD tidak hanya agar daerah ada yang mewakili serta ikut
mengelola kepentingan daerah di tingkat pusat, tetapi juga untuk meningkatkan
peran daerah dalam penyelenggaran negara. Kiprah DPD diarahkan untuk
mengikut sertakan daerah dalam menentukan politik negara dan pengelolaan
negara, tentunya sesuai ruang lingkup sebagai lembaga legislatif.

Keberadaan DPD melahirkan satu konsep ketatanegaraan baru di
Indonesia, dari parlemen yang hanya berdiri satu kamar, menjadi parlemen yang
memiliki dua kamar, walaupun konsep bikameralismenya masih di pertanyakan
karena ketidak seimbangan wewenang antara DPR dan DPD serta masih adanya
MPR yang permanen. Paling tidak ada dua alasan utama lahirnya DPD ini.

Pertama, kebutuhan untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah
secara struktural. Adanya badan khusus yang merefresentasikan wilayah-wilayah,
di harapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di daerah melalui
institusi formal di tingkat nasional. Sedangkan alasan kedua, memperbaiki
kehidupan ketatanegaraan dan demokratisasi melalui mekanisme check and
balances antara kedua kamar.

Keberadaan sistem bikameral pada lembaga perwakilan rakyat diharapkan
semakin meningkatkan kualitas fungsi legislasi dan pengawasan namun, dorongan
untuk menciptakan sistem bikameral yang sejati untuk mencapai dua tujuan
diatas, tidak lah diadopsi secara utuh. Sebagaiamana di ungkapkan di atas, DPD di

lahirkan, tetapi konsep bikameralnya masih dapat dipertanyakan.



Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR
kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD 1945. UUD 1945 lah
yang menjadi dasar rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat UUD
1945 lah yang menentukan bagian-bagian mana dari kedaulatan rakyat yang
diserahkan pelaksanaannya kepada badan atau lembaga yang keberadaan,
wewenang tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 itu serta bagian mana
yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan
atau lembaga kemanapun melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri
melalui pemilu.

Untuk dapat memahami kelembagaan DPD dan fungsinya tidak dapat
dilepaskan dari proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat
tahapan, yaitu perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000,
perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Meskipun
ternyata perubahan UUD 1945 telah mengubah banyak ketentuan-ketentuan UUD
1945 aslinya, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya
perubahan UUD 1945 yang terjadi bukanlah sekedar perubahan tetapi pergantian
UUD. Namun, sebagai kenyataan pula bahwa hasil perubahan UUD 1945 yang asi
pada substansi atau kelembagaanya.®

Lahirnya kelembagaan DPD juga sangat terkait dengan srtuktur serta
kewenangan yang dimiliki oleh MPR sebagaimana diatur oleh UUD 1945
sebelum perubahan. Unsur utusan daerah dalam susunan keanggotaan MPR
sebelum UUD 1945 diubah sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1), adalah
merupakan embrio bagi lahirnya lembaga DPD dengan demikian keberadaan DPD
fungsinya lebih terkait dengan kelembagaan MPR yang perlu penambahan
disamping keanggotaan dari anggota DPR, agar terbentuk kelembagaan MPR

keinginan MPR untuk melakukan demokratisasi dalam penataan kelembagaan

? Harjono, 2005 , Jakarta fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembuatan UU.
Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Ham RI, .him 7.



perwakilan, tercermin dalam perubahan UUD, yang menghasilkan perubahan
pada tata cara pemilihan anggota MPR sebagaimana di rumuskan dalam pasal 2
ayat (1) perubahan UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
yang dipilih melalui pemilihan umum”, Ketentuan ini jelas dimaksudkan untuk
menggantikan tata cara yang berlaku sebelum pembentukan UUD, dimana
pengisian keanggotaan MPR dari unsur utusan daerah dilakukan dengan cara
pengangkatan yang di anggap demokratis. Unsur utusan golongan yang semula
terdapat dalam keanggotaan MPR tidak lagi dipertahankan keberadaannya dalam
perubahan UUD 1945, di mana dalam rangkaian proses perubahan pertama
sampai ke empat UUD 1945 hanya dalam kasus menentukan eksistenst utusan
golongan di MPR. MPR mengambil putusan dengan cara voting dan sebagi
hasilnya unsur utusan golongan tidak lagi dipertahankan keberadaannya di MPR.
Dengan perubahan tersebut bukan saja berarti tidak ada lagi utusan daerah
dan utusan golongan dalam keanggotaan MPR, serta tidak ada lagi anggota MPR
yang diangkat, tetapi juga dibentuknya sebuah lembaga ﬁegara baru bernama
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang menjadi gagasan dasar pembentukan
DPD adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus
memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan
keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah
Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan
keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan

meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat yang



membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional lahirnya
tuntutan-tuntutan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia
adalah indikator yang paling nyata dari ketidakpuasan itu. Sementara itu,
keberadaan unsur itu utusan daerah dalam keanggotaan MPR selama ini (sebelum
dilakukan nya perubahan terhadap UUD 1945) ternyata tidak memberikan peran
yang berarti dalam proses pengambilan keputusan - keputusan politik yang
manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh daerah.

Tidak mengherankan apabila keberadaan DPD telah membangkitkan
harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah - masalah
yang dihadapi daerah dapat di angkat dan diperjuangkan di tingkat nasional
maupun daerah tidak merugikan dan bahkan berpihak kepada kepentingan daerah
dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. Bahwa DPD akan menjamin
kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan
kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah bahwa
kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu
di pertentangkan. Untuk membangun peran DPD yang seyogyanya itu tidak ada
cara lain kecuali mengamandemen UUD 1945 khususnya yang menyangkut
kewenangan DPD sebagai mana tertuang dalam pasal 22 UUD 1945.

Kewenangan yang lebih besar yang sedang di perjuangkan pada hakikat

nya memiliki makna Pertama, penegasan sistem dua kamar (bikameral) dalam



parlemen; kedua merupakan konsekuensi dari pergeseran demokrasi ke daerah

melalui desentralisasi kekuasaan.*

Pada tahap awal tentu saja anggota DPD harus bekerja sesuai koridor
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang legislasi, DPD dapat
mengajukan dan ikut membahas rancangan undang - undang bidang tertentu. DPD
Juga memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang - undang yang
berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan
agama.

Sesungguhnya dengan di adopsinya lembaga Negara, seperti hal nya DPD
diharapkan dapat menjembatani hubungan pusat - daerah. Bentuk negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik, di bagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah (Pasal 1 Ayat
(1) UUD 1945 Jo Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945).

Sebagai sebuah lembaga Negara baru keberadaan DPD perlu
dimasyarakatkan, baik mengenai tugas, fungsi dan wewenangnya agar masyarakat
dapat memahami peran DPD dalam upaya memeperjuangkan aspirasi masyarakat
dan daerah di tingkat nasional. Untuk meneliti dan membahas lebih lanjut
megenai DPD ini, maka penulis mencoba menyajikan dan memaparkannya dalam

bentuk skripsi dengan judul: “KEDUDUKAN DAN WEWENANG DEWAN

) reni dwi purnomowati, 2005, penegasan sistem bikameral dalam parlemen indonesia,

jakarta, PT.raja grafindo persada him 211



PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI LEMBAGA TINGGI

NEGARA DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA”.

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan di atas, maka penulis
menccba untuk menarik suatu permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini
yaitu :

1. Bagaimana kedudukan dan wewenang DPD sebagai lembaga tinggi negara
menurut sistem perwakilan di indonesia?
2. Bagaimanakah tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam

pelaksanaannya?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.
Ruang lingkup skripsi ini hanya dibatasi pada kedudukan dan wewenang
DPD sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem perwakilan di Indonesia dan
tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya.
Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kedudukan dan wewenang DPD sebagai lembaga
tinggi negara dalam sistem perwakilan di indonesia.
2. Untuk mengetahui tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah

dalam pelaksanaannya.



I. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan kepada pengetahuan hukum khususnya
tentang kedudukan dan wewenang DPD sebagai lembaga tinggi
negara dalam sistem perwakilan di indonesia.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan
masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak di
bidang lembaga negara dan di harapkan juga dapat memperkenalkan

lembaga negara DPD kepada masyarakat luas.

D. Definisi konseptual

1. Kedudukan adalah posisi sesecorang atau dalam suatu kelompok sosial
(organisasi atau komunitas) sehubungan dengan orang lain dalam kelompok
itu.’

2. Wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang
dimana dengan hak tersebut sescorang atau badan hukum dapat memerintah
atau menyuruh untuk berbuat sesuatu.” -

3. DPD adalah lembaga yang aggotanya adaalah wakil-wakil provinsi yang di
pilih melalui pemilihan umum.’

4. Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung

diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.*

5. Perwakilan adalah mekanisme hubungan antara penguasa dan massa.’

5)
6)

www.sumberilmu.pengertian-kedudukan-status.html?
www.pengertianpakar.com/2015/07.pengertian-wewenang-dan-
pembahasannya.htmi?
nwww.pengertia nahli.com/2014/06pengertian-tugas-wewenang-dpd.html
i“hf:l:p://id.m.\lﬁ\.rikipe«:iia.t::n'g.//wiki/lemt:;aga__tinggi_megar::'ndanei:dIih
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E. Metode Penelitian

1. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi 3 hal yaitu sumber data primer, sumber
datar sekunder dan sumber data tersier.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian menggunakan analisis normatif tipe deskriptif analisis, yakni
mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaedah) hukum, dokumen hukum,
peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi
perpustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci,
komprehensif dan akurat (jelas).

3. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan teknik- teknik sebagai
berikut:

» Teknik studi dokumentasi/library reaserch teknik ini telah digunakan
mulai dari persiapan penyusunan proposal penelitian sampai berakhirnya
penelitian dalam upaya mendapatkan kerangka teoritis, memahami
konsep yang terjadi dan isu-isu yang berkembang

4, Pengolahan data
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah
berikut yaitu dengan cara konten analisis data tekstual untuk selanjutnya ditarik

kesimpulan.

9’hi:tp ://id.answer.yahoo.com/question/index?qgid
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F. Sistematika penulisan
Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam

empat bab dengan sistematika dan alur pembahasan vang terbagi sebagai berikut -

BAB I PENDAHULUAN

Menguaraikan latar belakang, permasalahan,ruang lingkup, dan
tujuan metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai kelahiran DPD susunan dan keanggotaan
DPD, alat pelengkapan hak dan kewajiban anggota DPD dan persidangan
dan jenis rapat DPD
BAB III PEMBAHASAN

Membahas tentang kedudukan DPD sebagai lembaga tinggi negara
dalam sistem perwakilan di Indonesia serta kendala-kendala yang di
hadapi DPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya
BAB IV PENUTUP

Menguruaikan tentang kesimpulan dari yang didapat dan saran

yang diberikan.
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